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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan status kewarganegaraan
anak hasil dari perkawinan campuran yang terdapat di wilayah Kantor Imigrasi
Kelas Il Non TPI Blitar. Anak hasil dari perkawinan campuran ini baik yang
sudah  mendaftar atau belum mendaftar tetapi terlambat memilih
kewarganegaraannya diberikan kesempatan untuk memilih kewarganegaraannya
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh,
Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Sistem pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 pada
Kantor Imigrasi Kelas 11 Non TPI Blitar belum terlaksana dengan baik.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dalam penetapan status kewarganegaraan anak
hasil dari perkawinan campuran pada Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Blitar, 2)
Bagaimana prosedur atau tata cara pendaftaran jika anak yang tidak mendaftarkan
kewarganegaraannya dan anak yang terlambat memilih kewarganegaraannya pada
Kantor Imigrasi Kelas 11 Non TPI Blitar, 3) Bagaimana implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 terkait dengan penetapan status anak hasil dari
Perkawinan Campuran pada Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPl Blitar dalam
perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis
penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menggunakan data
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis
data yang digunakan model Miles and Huberman, dimana dalam menganalisis
data meliputi: 1) Kondensasi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan
Kesimpulan. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian
ini yakni menggunakan triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi
waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 pada Kantor Imigrasi Kelas Il Non TPI Blitar
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belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kekosongan beberapa
waktu setelah peraturan ini diterbitkan, 2) Mengenai prosedur atau tata cara
pendaftaran anak yang sudah mendaftar atau belum mendaftar tetapi terlambat
memilih kewarganegaraannya tentunya harus sesuai dengan aturan Undang-
Undang atau peraturan yang telah ditetapkan, dan 3) Dapat diketahui bahwa
kajian siyasah tidak mengenal istilah kewarganegaraan ganda. Hal ini tentunya
sebagai bentuk upaya dalam menghindari segala kemungkinan yang nantinya akan
berdampak kemudharatan bagi seseorang itu sendiri maupun bagi negara.
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ABSTRACT
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This research is motivated by the determination of the citizenship status of
children resulting from mixed marriages in the area of the Blitar Class Il Non TPI
Immigration Office. Children resulting from mixed marriages who have registered
or have not registered but are late in choosing their citizenship are given the
opportunity to choose their citizenship through Government Regulation Number
21 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 2 of
2007 concerning Procedures for Obtaining, Losing, Canceling, and Regaining
Citizenship of the Republic of Indonesia. The implementation system of
Government Regulation Number 21 of 2022 at the Immigration Office Class Il
Non TPI Blitar has not been implemented properly.

The focus of this research is: 1) How is the implementation of Government
Regulation No. 21 of 2022 in determining the citizenship status of children
resulting from mixed marriages at the Immigration Office Class Il Non TPI Blitar,
2) What are the procedures or procedures for registration if children who do not
register their citizenship and children who are late in choosing their citizenship at
the Blitar Non TPI Class 1l Immigration Office, 3) How is the implementation of
Government Regulation Number 21 of 2022 related to determining the status of
children resulting from mixed marriages at the Immigration Office Class 11 Non
TPI Blitar in the perspective of Siyasah Dusturiyah.

This research uses qualitative research methods and field research. The
data collection technique used in this research is data collection using observation
data, in-depth interviews, and documentation. While the data analysis method
used is the Miles and Huberman model, where in analyzing the data includes: 1)
Data Condensation, 2) Data Presentation, and 3) Drawing Conclusions. The data
validity checking technique used in this research is using triangulation techniques,
source triangulation, and time triangulation.

The results of this study indicate that: 1) Implementation of Government
Regulation Number 21 of 2022 at the Immigration Office Class Il Non TPI Blitar
has not been implemented properly. This can be seen from the vacancy some time
after this regulation was issued, 2) Regarding the procedures or procedures for
registering children who have registered or have not registered but are late in
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choosing their citizenship, of course, they must comply with the rules of the Law
or regulations that have been established, and 3) It can be seen that siyasah studies
do not recognize the term dual citizenship. This is certainly as a form of effort in
avoiding all possibilities that will have an impact on the misfortune of a person
himself and for the state.
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